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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang bahkan berlangsung 

dengan sangat pesat, Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan 

maupun hari melainkan jam bahkan beberapa menit atau detik saja terutama 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pada era saat ini penguasaan 

teknologi menjadi salah satu alasan kemajuan suatu negara. Negara dapat dikatakan 

maju apabila memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Perkembangan 

teknologi ini sangat mengubah kebiasaan manusia. Jika sebelumnya kita mencari 

informasi hanya dapat dilakukan dengan membaca kamus atau buku, kini mencari 

informasi dapat dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet..  

Penerapan e-Government (e-Gov) di Indonesia telah menjadi kebutuhan 

dalam organisasi publik. E-Gov adalah proses penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

pemerintah. Meskipun penerapan e-Gov di Indonesia telah mengalami kemajuan 

yang pesat, masih terdapat kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya 

manusia dan belum tersedianya data lengkap mengenai penerapan e-Gov. 

Pemerintah telah melakukan akselerasi dalam penyediaan akses informasi dan 

pelayanan bagi warganya melalui e-Gov. Salah satu contohnya adalah 

implementasi sistem elektronik dalam kegiatan Intelijen Kejaksaan Negeri di Kota 

Blitar. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-

kendala yang ada guna memaksimalkan penerapan e-Gov di Indonesia. 
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Perkembangan teknologi e goverment di dalam bidang intelijen kejaksaan 

telah mempengaruhi cara pengelolaan data administrasi intelijen dan meningkatkan 

efisiensi dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan 

teknologi yang mempengaruhi intelijen kejaksaan: 

a. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen: Sistem ini memungkinkan 

pengelolaan data dan informasi intelijen secara lebih efisien dan akurat.  

b. Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi di kejaksaan 

memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses informasi secara 

digital. Hal ini memudahkan pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data 

administrasi intelijen 

c. Pengembangan Sumber Daya Teknologi: Kepala Subdirektorat 

Pengembangan Sumber Daya Teknologi di kejaksaan mengembangkan 

sumber daya teknologi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi 

intelijen 

d. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melibatkan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi 

informasi, sehingga staf dapat mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut 

e. Pengembangan Sistem Pelaporan: Mengembangkan sistem pelaporan yang 

lebih efisien dan terintegrasi, sehingga memudahkan pengumpulan dan 

analisis data secara cepat dan akurat. 

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi di dalam bidang intelijen 

kejaksaan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengelolaan data administrasi intelijen. Teknologi ini memungkinkan kejaksaan 

untuk lebih efisien dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengelola 
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data dan informasi intelijen, sehingga dapat membantu dalam menjaga keutuhan 

negara dan menjaga hukum 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Analisa Implementasi Teknologi Informasi Aplikasi Admin 

Panel dalam Pengelolaan Data Administrasi dan Data Arsip Intelijen 

Kejaksaan Negeri Blitar ? 

2. Kendala apa saja saat menggunkan aplikasi tersebut ?  

 

1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1. Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisa Implementasi Teknologi Informasi 

Aplikasi Admin Panel dalam Pengelolaan Data Administrasi dan Data 

Arsip Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar  

2. Untuk mengetahui kendala apa saja saat menggunakan aplikasi tersebut. 

 

1.4. Manfaat Magang  

1.4.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan: Mahasiswa akan mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan kegiatan intelijen yang 

dilakukan di Kejaksaan Negeri Blitar. 

2. Pengalaman Kerja: Magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum memasuki dunia kerja. 

3. Pengembangan Keterampilan: Mahasiswa dapat mengembangkan 

keterampilan yang diperlukan dalam bidang intelijen, seperti analisis data, 

pengelolaan informasi, dan pemahaman tentang proses administrasi hukum. 



19 

 

 

4. Interaksi dengan Dunia Kerja: Magang memungkinkan mahasiswa untuk 

berinteraksi dengan profesional di bidang intelijen, sehingga mereka dapat 

memahami lebih baik realitas pekerjaan di lapangan. 

 

1.4.2. Manfaat Magang Bagi Program Studi  

1. Membangun hubungan kemitraan yang baik dengan instansi Kejaksaan 

Negeri Blitar.   

1.4.3. Manfaat Magang Bagi Instansi  

1. Adanya mahasiswa magang Kejaksaan Negeri Blitar dapat menambah 

tenaga kerja berkualitas dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.  

2. Adanya mahasiswa yang magang di Kejaksaan Negeri Blitar dapat 

membantu instansi tujuan magang untuk membangun relasi dengan 

Universita Islam Balitar dan mahasiswa, sehingga dapat membuka peluang 

kerjasama di masa depan. 

3. Dengan memberikan pengalaman mahasiswa magang yang positif, 

Kejaksaan Negeri Blitar dapat meningkatkan citra positif  di mata 

mahasiswa dan masyarakat umum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1. Pengertian Electronic Government  

E-Government atau e-Gov adalah istilah yang mencakup penggunaan 

teknologi informasi, terutama internet, dalam penyelenggaraan  pemerintahan. 

Menurut pakar, e-Government adalah konsep dengan prinsip-prinsip dasar yang 

universal, meskipun interpretasi dan implementasinya bervariasi. Ini terkait dengan 

pemerintahan dalam menyediakan informasi, layanan, atau produk secara 

elektronis. The World Bank Group mendefinisikan e-Government sebagai berikut: 

“e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti 

Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan 

yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis 

dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The World Bank Group, 2001). UNDP 

(United Nation Development Programme) juga memberikan definisi tersendiri 

dengan lebih singkat untuk EGovernment: “E-Government adalah aplikasi 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dari agen pemerintah.” Dalam 

menerapkan e-Government, ada beberapa faktor penentu yang harus 

dipertimbangkan, baik dalam menilai kesiapan suatu wilayah untuk mengadopsi e-

Government maupun oleh lembaga pemerintah. Salah satu faktor utamanya adalah 

input data administratif, yang mencakup informasi seperti input ID   , input form 

pendaftaran, input file berkas, password login dan pencarian data pendaftaran 

(Peraturan BPOM RI, 2018).
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2.2. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan 

tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 

(Poerwadarminta, 2006). Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan 

adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan 

kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan 

menggunakan tenaga orang lain (Hafifah, 2020). 

 

2.3. Administrasi Intelijen Kejaksaan  

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 

024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia 

Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yaitu ‘Administrasi Intelijen Kejaksaan adalah 

bagian dari Administrasi Umum Kejaksaan yang meliputi keseluruhan proses 

kegiatan dan operasi intelijen baik preven tif dan represif meliputi pengendalian 

dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi 

intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan 

pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta 

penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukumnya berupa pencatatan proses penanganan dalam bentuk 

Surat, Register, dan Laporan.  



22 

 

 

Administrasi intelijen kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh beberapa 

unit, antara lain Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat pada 

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan Hukum, Koordinator pada 

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan 

Tinggi, Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, 

perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri, dan tempat lain di luar 

institusi Kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinanAdministrasi intelijen 

kejaksaan juga mencakup pengaturan mengenai bagaimana, kapan, di mana, dan 

oleh siapa kegiatan dan operasi intelijen kejaksaan dilaksanakan (Berkas_1328.Pdf, 

n.d.).  

 

2.4. Sistem Informasi Elektronik 

Menurut Romney (2004), pengertian sistem merupakan suatu rangkaian 

dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Iii, 2017).Sedangkan   menurut   Hall   

(2007)   sistem   adalah   kelompok   dari   dua   atau   lebih komponen atau subsistem 

yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Adapun 

pengertian sistem dan menghasilkaninformasisebagaimanayang dikemukakan oleh 

The American National  Standards  Committee dalam  La  Midjan  dan  Susanto  

(2004) adalah sistem dalam pengolahan data, suatukumpulan dari manusia, mesin 

dan metode  yang terorganisir untuk memenuhi seperangkat fungsi. 

Pengertian dari informasi menurut Kusrini dan Koniyo (2007) adalah data 

yang sudah diolah   menjadi sebuah bentuk   yang   berarti   bagi   pengguna,   yang   

bermanfaat   dalam pengambilan  keputusan  saat  ini  atau  mendukung sumber 
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informasi.  Sedangkan  informasi menurut  Susanto  (2004)  merupakan  hasil  dari  

pengolahan  data  yang  memberikan  arti  dan manfaat. Dari pengertian di atas, 

dapat dikesimpulan bahwa data harus diolah terlebih dahulu agar  dapat  menjadi  

informasi  yang  berguna  untuk  pemakai  informasi.  Yang  bersumber  dari suatu 

pengolahan data harus merupakan suatu informasi yang memenuhi kriteria tepat 

waktu, relevan dan handal. 

Sistem informasi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik  Oleh karena itu, kemungkinan 

adanya sistem informasi elektronik pada administrasi intelijen kejaksaan dapat 

dikembangkan dan di implementasikan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi informasi yang ada.  

Sistem Informasi Elektronik menurut para ahli adalah kombinasi dari 

teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk 

mendukung operasi dan manajemen Sistem Informasi Elektronik (SIE) memiliki 

beberapa karakteristik, seperti sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

b. Menggunakan media yang berbeda untuk menampilkan informasi 

c. Mengintegrasikan data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari data 

internal dan/atau data eksternal 

d. Mengendalikan dan mengelola sistem pengelolaan data dan informasi 

intelijen di lingkungan Kejaksaan 
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e. Berfungsi secara baser dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak 

yang terlibat dalam pengelolaan data intelijen 

Definisi Sistem Informasi oleh Para Ahli berfokus pada konsep sistem 

dalam suatu organisasi yang melibatkan berbagai elemen seperti orang, fasilitas, 

teknologi, prosedur, dan pengendalian. Tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi 

penting, mengolah transaksi rutin, memberi informasi kepada manajemen, dan 

menyediakan dasar informasi bagi pengambilan keputusan. 

a. McLeod mendeskripsikan Sistem Informasi sebagai sistem yang mampu 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai 

media untuk menampilkan informasi. 

b. Menurut data Sutabri, S.!om. MM, Sistem Informasi adalah sistem dalam 

organisasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi manajerial dan memberikan laporan kepada pihak 

eksternal. 

c. Pandangan dari Arbie menyebutkan Sistem Informasi sebagai sistem dalam 

organisasi yang menangani pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, memiliki aspek manajerial, serta memudahkan penyediaan laporan. 

Dalam konteks penerapan Sistem Informasi Elektronik pada Pengelolaan 

Data Administrasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar, sistem ini membantu 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data administrasi 

intelijen dengan memungkinkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan 

penyebaran data dan informasi intelijen secara lebih cepat dan akurat .
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BAB III 

METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu  

3.1.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang  

Magang ini dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Blitar yang 

merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam 

sistem peradilan di wilayah tersebut. Kejaksaan Negeri Blitar berada di Jl. S. 

Supriadi No.54, Bendogerit, Kec.Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133 dan 

merupakan pusat administrasi hukum yang meliputi berbagai bidang, termasuk 

adminikstrasi intelijen, penuntutan dan berbagai penegak hukum lainnya. Magang 

ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai 

dengan 16 November 2023. Magang ini dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat. 

Saya berkesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai bagian di 

dalam Kejaksaan Negeri Blitar.  

 

Gambar 1. Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar (Sumber : Google) 
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3.2. Khalayak Sasaran  

Untuk kelancaraan dan keberhasilan Praktik Kerja Lapangan perlu 

adanya dukungan dari berbagai seluruh pihak staf kejaksaan khususnya 

petugas Staf Bagian Intelijen dan Kepala Seksi intelijen Kejaksaan Negeri 

Blitar.  

3.3.  Metode Kegiatan PKL 

3.3.1. Partisipasi Langsung  

Metode Kegiatan pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

metode partisipatif aktif yaitu dengan mengikuti dan membantu seluruh 

kegiatan sehari-hari sesuai aturan berlaku yang berada di Kejaksaan Negeri 

Blitar. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara dan 

dokumentasi, berikut penjelasannya : 

a. Observasi  

Menurut Rianto (2010 : 96) “obsevasi merupakan metode pengumpulan 

data yang menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung. 

Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati kegiatan sehari-hari 

dengan membantu pekerjaan yang dilakukan oleh petugas/pegawai Kantor 

Kejaksaan Negeri Blitar. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua 

orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab 
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sehingga dapat di kerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam 

sebuah topik tertentu (Sugiono, 2015). Wawancara yang dilakukan di 

Kantor Kejaksaan Negeri Blitar adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dilakukan untuk mendapat informasi terkaait laporan 

praktik kegiatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

keemudian diolah untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan 

praktik kerja lapangan.  

c. Dokumentasi  

Menurut Hamidi (2004) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal 

dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan 

pengambilan gambar dan analisa administrasi baik berupa gambar dokumen 

tertulis yang dapat digunakan untuk menganalisa ulang tentang data atau 

kegiatan yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Dokumentasi 

juga dilakukan selama kegiatan PKL untuk mengetahui dan menambah data 

terkait laporan di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. 
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3.4. Jadwal PKL 

3.4.1. Jadwal Aktivitas  PKL 

Tabel. 1. Jadwal Kegiatan PKL 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan 

Oktober 

2023 

November 

2023 

Desember 

2023 

I II III IV I II III IV I II 

1.  Konsultasi           

2.  Pengurusan 

izin PKL 

          

3.  Pelaksanaan 

PKL 

          

4.  Penulisan 

Laporan PKL 

          
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil    

4.1.1. Gambaran Umum Instansi  

Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa 

Agung. Dalam hal tertentu didaerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk 

cabang Kejaksaan Negeri yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Dasar 

hukum dari keberadaan Kejaksaan itu sendiri diatur dalam Undang Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 diselenggarakan pada 22 Juli 2023. Hari 

ini memperingati berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia, yang sejarahnya 

berakar dari zaman Kerajaan Majapahit. Di masa itu, Pemerintahan Majapahit 

sudah memiliki sistem pengadilan dengan peran 'Dhyaksa' yang menangani 

masalah peradilan. Istilah 'Jaksa' berasal dari bahasa Sanskerta. Ada juga Adhyaksa 

atau Hakim Tertinggi yang mengawasi Dhyaksa. 

Ketika Jepang menduduki Indonesia, kejaksaan menjadi satu-satunya 

lembaga penuntutan dengan dasar hukum dari Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944, 

dan No.49/1944. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

dibentuklah lembaga penegak hukum untuk menjaga ketertiban umum. 

Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan 

UUD 1945 dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945. Kejaksaan 

saat itu berada di bawah departemen Kehakiman. Gatot Taroenamihardja menjadi 

Jaksa Agung Indonesia pertama.
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15 tahun kemudian, kejaksaan menjadi departemen yang terpisah 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960, yang 

kemudian disahkan sebagai UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, UU tentang kejaksaan 

berubah menjadi UU No.5/1991, kemudian direvisi pada era Reformasi melalui UU 

No.16/2004. Dalam UU ini, kejaksaan dijelaskan sebagai lembaga pemerintahan 

yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan 

lainnya. Setiap tahunnya, tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, 

sebagai penghormatan atas pengabdian insan Adhyaksa, yakni anggota Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

Kejaksaan Negeri Blitar adalah sebuah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang 

memiliki wilayah hukum di wilayah Blitar. Kejaksaan Negeri Blitar merupakan 

salah satu  Kejaksaan Negeri tipe A di wilayah Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Blitar 

secara struktural terletak di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

Dalam Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan 

Negeri Blitar, turut mendukung jalannya Reformasi dimaksud, hal yang di jalankan 

dalam Reformasi Birokrasi oleh Kejaksaan Negeri Blitar, meliputi bidang 

Manajemen, Akuntabilitas, Kredibilitas, maupun Kapabilitas dan Budaya. Dengan 

terlaksananya 5 (lima) Pilar Reformasi tersebut, diharapkan Kejaksaan Negeri 

Blitar ke depan dapat menciptakan kinerja yang lebih baik dengan memenuhi 

harapan dan tuntutan masyarakat secara luas yang berdaya guna demi terciptanya 

percepatan penanganan perkara berdasarkan profesionalisme dan proporsionalitas. 
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4.1.2. Visi dan Misi Kejaksaan RI 

Visi Kejaksaan RI “Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang 

Professional, Proporsional dan Akuntabel”.  

Dengan Penjelasan : 

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai 

penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan 

hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai 

Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum. 

2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas 

didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan 

kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas 

serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan 

serta kode etik profesi yang berlaku.  

3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu 

memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat 

dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta 

penghargaan terhadap hak-hak publik 

4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Misi Kejaksaan RI :  

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program 

Pencegahan Tindak Pidana 

2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak 

Pidana 

3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah 

Perdata dan Tata Usaha Negara 

4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan 

Masyarakat 

5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan 

Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

 

4.1.3. Tugas Pokok  

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan melakukan beberapa fungsi, 

termasuk : 

a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan teknis serta memberikan 

arahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh presiden. 

b. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan sarana, serta 

pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan pengelolaan aset 

negara yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Melaksanakan penegakan hukum, baik dalam pencegahan maupun 

penindakan di bidang pidana, mengatur intelijen untuk menjaga 

ketertiban umum, memberikan bantuan hukum dan layanan, serta 
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melakukan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

presiden.  

d. Menempatkan tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat 

perawatan jiwa, atau lokasi lain yang sesuai berdasarkan keputusan 

hakim karena alasan tidak mampu berdiri sendiri atau keadaan yang 

dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. 

e. Memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah, 

BUMN, dan BUMD dalam penyusunan aturan hukum serta 

meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. 

f. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, petunjuk teknis, dan pengawasan 

terhadap instansi terkait dalam pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan presiden. 

Selama menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kejaksaan diharapkan 

mampu mencapai tujuan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan 

kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu, Kejaksaan wajib memperhatikan 

norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai kemanusiaan, 

hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. 
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4.1.4. Struktur Organisasi  dan Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Blitar 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi (Sumber : Website Kejaksaan Negeri Blitar) 

 

Dalam memenuhi tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Blitar mempunyai 

struktur organisasi agar jelas bagian dan tugasnya masing-masing. Tujuan 

pembentukan struktur organisasi adalah untuk mengetahui wewenang dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan operasional baik secara administrasi maupun struktural 

pada masing-masing bagian, dengan demikian dapat tercipta mekanisme kerja yang 

baik dan proporsional. Adapun struktur organisasi Kejaksaan Negeri Blitar sebagai 

berikut: 

1. Kepala Kejaksaan Negeri  

2. Kasubagbin (Kepala Sub Bagian Pembinaan) 

3. Kasi Intelijen  

4. Kasi Pidum (Tindak Pidanan Umum) 

5. Kasi Pidsus (Tindak Pidana Khusus)  

6. ]Kasi Perdatun (Perdata dan Tata Usaha Negara) 

7. Kasi PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasa). 
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Saya berfokus di bagian Intelijen , inilah beberapa tugas dan fungsi bidang Intelijen 

Kejaksaan Negeri Blitar 

A. Tugas Bidang Intelijen : 

Bidang Intelijen bertanggung jawab atas kegiatan intelijen yustisial dalam ranah 

ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dilakukan untuk 

mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik dalam upaya 

pencegahan maupun penindakan, serta dalam menjalankan keamanan, 

ketertiban umum, dan perlindungan terhadap pembangunan serta hasilnya di 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar.  

B. Fungsi Bidang Intelijen : 

Bidang Intelijen menjalankan fungsi sebagai berikut: 

a. Menyiapkan pengaturan teknis dalam kegiatan intelijen yustisial berupa 

bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis. 

b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan intelijen 

yustisial, penyelidikan, pengamanan, dan pengumpulan informasi untuk 

mengatasi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta mendukung 

kebijakan penegakan hukum baik dalam pencegahan maupun penindakan 

di berbagai bidang seperti ideologi, politik, keamanan, ketertiban umum, 

ekonomi, keuangan, dan sosial budaya. 

c. Membina dan melaksanakan produksi serta fasilitas intelijen, serta 

pembinaan aparatur dan pengawasan kinerja. 

d. Membina dan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan 

organisasi lain di wilayahnya, terutama dalam hal intelijen. 

e. Memberikan pengamanan teknis di lingkungan intelijen dan menyediakan 

pengamanan teknis bagi pelaksanaan tugas unit kerja lain dalam hal 
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personel, kegiatan, bahan, pemberitaan, dan dokumen dengan 

memperhatikan koordinasi yang diperlukan. 

Dengan demikian, tugas dan fungsi Bidang Intelijen bertujuan untuk melakukan 

kegiatan intelijen yang mendukung upaya penegakan hukum, keamanan, dan 

ketertiban di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar, serta menjaga stabilitas dan 

perlindungan terhadap aspek penting dalam pembangunan daerah tersebut. 

 

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Analisa Implementasi Teknologi Informasi Aplikasi Admin 

Panel dalam Pengelolaan Data Administrasi dan Data Arsip 

Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar  

Berdasarkan hasil analisa pada program yang diselenggarakan oleh 

pemerintah di dalamnya memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi 

administrasi maupun teknologi informasi yang berbasis web pada aplikasi 

Administrasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan data informasi 

dilakukan dalam administrasi intelijen kejaksaan yang telah berupaya 

mengedepankan aspek kecepatan, ketepatan dan kemudahan dalam mengolah data. 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

Selama magang di Kejaksaan Negeri Blitar, penulis membantu di bagian 

Administrasi Intelijen dimana penulis melakukan upload data, dan menyalin di 

buku register untuk dijadikan arsip data laporan informasi harian di daerah Blitar. 

Penulis mengamati bagaimana proses pengelolaan arsip yang ada di Intelijen 

Kejaksaan Negeri Blitar menggunakan teknologi informasi yang ada. Proses 
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pengelolaan data administrasi dan data arsip dimulai dari pembuatan, 

pendistribusian, pengklasifikasian, penyimpanan, penemuan kembali dalam rangka 

pemanfaatan, kemudian pemeliharaan dan penyelamatan dara arsip, serta 

penyusutan dan pemusnahan arsip. Hasil dari penerapan teknologi informasi dalam 

pengelolaan data administrasi dan data arsip dapat dilihat sebagai berikut : 

A. Pengelolaan Data Admistrasi 

a. Peningkatan Efisiensi Operasional  

Pengenalan sistem informasi elektronik di kantor kejaksaan telah 

meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Proses pengumpulan, 

pengolahan, dan penyebaran informasi intelijen administratif akan menjadi 

lebih cepat dan akurat. Akses dan analisis data dengan lebih efisien, 

memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat. 

b. Memperkuat Keamanan Data  

Penggunaan sistem informasi elektronik telah meningkatkan keamanan 

data intelijen. Menerapkan lapisan keamanan yang kuat memastikan bahwa 

data sensitif terlindungi dari akses tidak sah. Ini menjaga informasi penting 

tetap aman. 

c. Berkolaborasi dengan Lebih Efektif 

Sistem ini memungkinkan kerjasama yang lebih efektif antar unit dan divisi 

dalam berbagi informasi intelijen. Peningkatan aksesibilitas 

memungkinkan pertukaran informasi lebih lancar dan meningkatkan 

koordinasi antar unit untuk mendapatkan informasi intelijen yang lebih 

baik. 
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d. Analisis Data yang Lebih Mendalam 

Sistem informasi elektronik ini memberikan kemampuan analisis data yang 

lebih komprehensif. Alat analisis yang terintegrasi memungkinkan 

pengambil keputusan memperoleh wawasan yang lebih mendalam dari data 

yang ada, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih 

informatif dan strategis. 

e. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan  

Sistem ini membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di 

kantor kejaksaan melalui peningkatan akses terhadap informasi yang 

relevan dan peningkatan analisis data. Keputusan akan didasarkan pada 

data yang lebih lengkap dan akurat. 

B.  Pengelolaan Data Arsip  

a. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data Arsip  

Proses Penyimpanan Yang Lebih Efisien maksudnya adalah 

Implementasi sistem informasi elektronik telah meningkatkan efisiensi 

penyimpanan data arsip intelijen. Proses penyimpanan, pencarian, dan 

pemulihan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. 

b. Peningkatan Aksesibilitas Informasi yang dimaksud disini adalah 

pegawai kini dapat dengan mudah dan cepat mengakses file intelijen, 

memungkinkan pembagian informasi yang lebih lancar dan analisis yang 

lebih mendalam. 

c. Keamanan Data yang Lebih Terjamin : Perlindungan data yang lebih baik 

maksud disini adalah sistem meningkatkan tingkat keamanan data 

intelijen dan melindungi informasi dari akses tidak sah.  
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d. Kontrol akses yang ketat : Kontrol akses yang ketat memastikan hanya 

pihak yang berwenang yang memiliki akses terhadap informasi intelijen. 

Hasil penelitian penemuan kembali data administrasi intelijen dan data arsip di 

Kantor Kejaksaan Negeri Blitar menggunakan sistem dibantu dengan aplikasi 

Admin Panel yang membantu dalam menunjukkan tata letak berkas data 

administrasi dan data arsip intelijen di buku Register. 

Prosedur Aplikasi Admin Panel :  

1. Tampilan Halaman Login 

Untuk langkah pertama user masuk aplikasi Admin Panel, user hanya untuk 

pegawai intelijen yang terdaftar dalam aplikasi Admin Panel.  

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Login 

2. Tampilan Grafik Produk Kejaksaan RI  

Grafik memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami dan 

menganalisis data secara visual, seperti tren, pola, dan perbandingan, yang 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik 
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Gambar 4. Tampilan Visualisasi Grafik Data  

3. Tampilan Form Input Data Admin 

Form input data ini biasanya berisi kolom-kolom yang harus diisi oleh 

pengguna untuk memasukkan informasi-informasi penting terkait administrasi 

intelijen, seperti surat masuk, surat keluar, disposisi, surat perintah, surat cuti, 

dan informasi-informasi lain yang diperlukan. Dengan adanya form input data 

yang user-friendly, diharapkan pengguna dapat dengan mudah dan cepat 

mengisi data yang diperlukan, sehingga pengelolaan data administrasi intelijen 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

 

Gambar 5. Tampilan Form Input Data Admin 
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4. Entry Jenis-Jenis Data  

Lapinhar merupakan laporan hasil kegiatan pengumpulan data dan infornasi 

dari satuan organisasi intelijen mengenai situasi atau masalah yang berkaitan 

dengan aspek hukum yang diketahui pada saat itu.  

Admin panel dalam mengisi semua data di dalam web lapinhar memiliki kode 

yaitu:  

a. Kode DSB, yaitu data berisi tentang Sosial, Budaya dan Manejemen. 

b. Kode DEK, yaitu data berisi tentang Ekonomi dan Keuangan. 

c. Kode DIP, yaitu data berisi tentang Ideologi, Politik dan Keamanan. 

d. Kode DPP, yaitu data berisi tentang Pengamanan dan Pembangunan 

Strategis.  

 

Gambar 6. Klasifikasi Jenis Data 

 

Gambar 7. Tampilan Isi Bagian dalam Data 
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4.2.2. Kendala dan Upaya dari Penerapan Teknologi Informasi Aplikasi 

Admin Panel dalam Pengelolaan Data Administrasi dan Data Arsip 

Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar. 

Pengelolaan administrasi di bidang Intelijen Kejaksaan Negeri 

Blitar memiliki hambatan yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

untuk mengelola data administrasi yang kian hari semakin banyak, kendala 

lain seperti terdapat keterbatasan teknologi informasi, dan keterbatasan 

akses data. Dengan seiring berjalan waktu, perkembangan teknologi 

informasi semakin cepat. Maka, pemerintah selaku pemegang kebijakan 

melakukan inovasi dengan menerapkan serta memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi pada pelayanan serta pengelolaan data administrasi 

yang dilakukan secara digital, dengan terjadinya perubahan sistem kerja di 

lembaga pemerintahan yang awalnya hanya dilakukan secara manual, saat 

ini dapat juga dilakukan secara digital. 

Pengelolaan administrasi digital di bidang Intelijen Kejaksaan 

Negeri Blitar dilakukan dengan melalui proses input menggunakan aplikasi 

Admin Panel. Dengan proses yang mudah dan tidak bebelit-belit, maka 

dapat memudahkan data administrasi intelijen untuk dikelola. 

Selain kendala staff administrai yang kurang, keahlian staff arsip 

terhadap teknologi informasi juga kurang. Terdapat beberapa staff 

administrasi senior, yang usianya sudah tua dan sudah kesulitan untuk 

mengoperasikan komputer atau sejenisnya. Oleh karena itu, pemerintah 

Kota Blitar mengadakan pelatihan terhadap karyawan – karyawan berupa 

sosialisasi dan praktek. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka karyawan 
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yang sebelumnya gaptek menjadi tahu dan dapat mengoperasikan komputer 

atau sejenisnya. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dapat dilakukan 

antara lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

mengembangkan teknologi informasi yang lebih efisien, dan meningkatkan 

akses data dengan memperkuat kerjasama antarinstansi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari laporan tentang Penerapan Sistem Informasi 

Elektronik dalam Pengelolaan Data Administrasi Intelijen Kejaksaan 

Negeri Blitar adalah bahwa penggunaan teknologi informasi, terutama 

sistem informasi elektronik, telah memberikan dampak yang signifikan 

pada pengelolaan data administrasi intelijen. Sistem ini memfasilitasi proses 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data serta informasi 

intelijen dengan lebih efisien dan akurat. Terdapat penekanan pada 

pentingnya kerjasama yang solid antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

manajemen data intelijen, serta perlunya peningkatan kompetensi dan 

pengetahuan staf terkait teknologi informasi. Dengan demikian, 

implementasi sistem informasi elektronik telah memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas Kejaksaan Negeri Blitar dalam 

mengelola data administrasi intelijen. 

 

5.2. Saran  

Saran untuk laporan tentang Penerapan Sistem Informasi Elektronik 

pada Pengelolaan Data Administrasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar 

adalah sebagai berikut: 

1. Perbaikan Keamanan Data: Disarankan untuk meningkatkan keamanan 

data dengan langkah-langkah perlindungan terhadap akses yang tidak 

sah dan penggunaan enkripsi pada data yang bersifat sensitif.
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2. Pengembangan Tenaga Kerja melalui Pelatihan: Disarankan melibatkan 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pemanfaatan 

sistem informasi elektronik, agar staf dapat mengoptimalkan 

penggunaannya. 

3. Perbaikan Sistem Pelaporan: Mendorong pengembangan sistem 

pelaporan yang lebih terintegrasi dan efisien guna mempermudah 

pengumpulan serta analisis data secara lebih cepat dan tepat. 

4. Pemanfaatan Teknologi Baru: Menyarankan pertimbangan penggunaan 

teknologi terkini seperti big data dan analitik untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan data dan informasi intelijen. 

5. Peningkatan Kebijakan dan Prosedur: Merumuskan rekomendasi untuk 

pengembangan kebijakan dan prosedur yang mendukung manajemen 

data yang lebih baik, termasuk evaluasi dan pemantauan secara berkala. 

Diharapkan, dengan menerapkan saran ini, laporan mengenai 

Penerapan Sistem Informasi Elektronik pada Pengelolaan Data 

Administrasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitardapat memberikan kontribusi 

yang lebih signifikan dalam manajemen data dan informasi intelijen dengan 

lebih efektif dan efisien.
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Gambar 14. Foto Bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Blitar  

 

 

Gambar 15. Foto Bersama dengan Bapak Kasubagbin  
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Gambar 16. Pemberian Vandel kepada Bapak Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar 

 

 

Gambar 17. Foto Bersama dengan Kasi Intelijen dan Para Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar 
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Gambar 18. Foto Bersama dengan Bapak Kasi Pidum dan Staf nya 

 

 

Gambar 19. Foto Bersama dengan Bapak Kasi Pidsus, Bapak Jaksa Agung, Bapak Hakim dan para staf 

pidsus.   
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